
3. Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004 Lentang Perirnbangan 
Kcuangan Antu ra Pcrncr intah Pusat dan Pernerintahan 
Dacra h [Lcrnbnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan l.crnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

2. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lcrnbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Lentang Pembentukan 
Dacrah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Rcpublik I ndonc-sia Tu h un 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara l~cpublik Indonesia Nomor 1822); 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtirnbangan huruf a dan b diatas, maka 
pcr lu d itcta pkan Pcraturan Walikota Makassar tentang Tata 
Cara Pcnggunaan Kan long Plastik Sampah. 

b. bahwa untuk mc la ksa nakan ketentuan pasal 11, pasal 12, 
pasul 13 Pcrat uran Dacra h Kola Makassar Nomor 4 Tahun 
2011 tcntang Pcngclolaan Sampah yang menyatakan bahwa 
Pemerinlah Kola dalarn rnenangani sampah dilakukan dengan 
cam pcrnila ha n , pcngumpulan, pengangkutan, pengolahan 
dan pernroscsan ak hir sarnpah salah satunya dcngan 
pcnggunaan ka n tong plastik sampah berdasarkan jenis 
sarnpah dan da pat dipcrgunakan kembali oleh rnasyarakat; 

a. bahwa dalarn rangka mcningkatkan kesadaran masyarakal 
uruuk rncwujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan 
bcrkcsinarnbungan, dipcrlukan partisipasi berbagai pihak 
unluk mcnjaga dan meningkatkan kelesalarian lingkungan; 
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13. Peraturan Pcrncrintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengclolaan Sarnpah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor l 88 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5347); 

12. Peraturan Pcrncrintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Narna Kola Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 193); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan 
Kabupatcn-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601 ); 

9. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5679); 

8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 J 1 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndoncaia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pcngclolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik (ndonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Relribusi Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851 ); 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnak sud dcngan : 

1. Kota adalah Kota Makassar. 

2. Walikota adalah Walikota Makassar. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sckrctaris Dacrah Kota Makassar; 

4. Pemerintah Daerah adalah Pcmcrintah Kola Makassar. 

5. Satuan Kerja Perangkat Dacrah sclanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat 

Daerah Kota Makassar Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Daerah bcrdasarkan iugas dan fungsinya. 

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan I lidup Kola Makassar. 

7. Kecamatan adalah wilayah kcrja Carnal sebagai perangkat daerah Kota 

Makassar; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA 
PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SAMPAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Daerah Kot.a Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pernbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kota 
MakassarTahun 2016 Nomor 8). 

19. Peraturan Dacrah Kot.a Makaasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Tanggung .Jawa b Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran 
Dacrah Kola Makassar Tahun 2016 Nomor 2); 

18. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Rupulik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah 
[Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Meriteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 
2012 tent.a ng Pcdorna n Pela ksanaan Reduce, Reuse dan Recycle 
melalui Bank Sarnpah; 

16. Peraturan Mcnlcri Dalam Ncgeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Sampah, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tab un 2010 Nomor 274); 

15. Peraturan Pcmcrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pembcrian Dan Pcrnanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah Dan Rclribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik I ndoncsia Nomor 5161 ); 

14. Peraturan Pcrncrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcrncrintah antara Pernerintah, Pemerintah 
Propinsi dan Pcmcrinlah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437); 
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(2) Jenis Kantong Plastik Sarnpah yang berwarna 'hijau' (Makassar'ta Tidak 
Rantasa), diperunt.ukkan kcparla Masyurakat yang bermukim di jalan-jalan 
Protokol. 

Jenis dan Peruntukan Kanlong Pla st.i k Sarnpah tcrdiri dari : 
(1) Jenis Kantong Plastik Sarnpah yang bcrwarna 'orange' (Sampah Tukar Beras) 

diperuntukkan Kepada Masyarakat yang bcrmukim di lorong dan sudah 
menjadi Nasabah Bank Sampah. 

Pasal 3 

BAB III 
JENIS DAN PERUNTUKAN KANTONG PLASTIK SAMPAH 

Dalam Peraturan Walikota ini Pengaturan Pcnggunaan Kantong Plastik Sampah ini 
bertujuan untuk: 
a. memberikan pembelajaran kcpada rnasyarakat tentang pemilahan jenis Sampah; 
b. sebagai upaya untuk mengurangi pcrnbuangan sarnpah di TPA. 

Pasal 2 

BAB II 
TU JUAN 

13. Ternpat pengolahan sarnpah tcrpadu yang sclanjutnya disingkat TPST adalah 

tempat dilaksanakannya kcgiatan pcngumpulan, pemilahan, penggunaan 

ulang, pendauran ulang, pcngolahan, dan pernrosesan akhir. 

14. Tempat pemrosesan akhir yang sclanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk 

memproses dan merigcmbalikan sarnpah kc media lingkungan. 

15. Orang adalah orang perseorangan , kclompok orang, dan/atau badan hukum. 

8. Camat adalah Carnal dalarn lingkup Pcmcrintah Kota Makassar yang menjadi 

Pemimpin dan Kordinator pcnyclcnggaraan pemerintahan diwilayah kerja 

kecamatan yang dalam pclaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pernerintahan dari Walikot.a untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah dan pcnyclcnggaraan t.ugas umum pernerintahan; 

9. Kantong plastik sampah adalah scbuah wadah penampungan/pemilahan 

sampah-sampah rumah tangga yang diada kan oleh Pemerintah Kota Makassar 

10. Sampah adalah sisa kcgiatan schari hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat; 

11. Tempat penampungan serncntara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 

tempat sebelum sampah diarigkut kc tcrnpat pendauran ulang, pengolahan, 

dan/atau tempat pengolahan sarnpah tcrpadu. 

12. Ternpat pengolahan sarnpah dcngan prin sip 3R (reduce, reuse, recycle) yang 

selanjutnya disebut TPS 3R adalah ternpat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, pcnggunaan ulang, dan pendauran ulang skala 

kawasan. 



(1) Kantong Plastik Sampah yang bcrwarna 'orange' akan dibagikan oleh Pihak 
Kelurahan kepada Bank Sa rn pa h Uni: RW scsuai dengan jumlah nasabah; 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kantong Plastik Sampah Berwarna Orange 

BABIV 
TATA CARA PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SAMPAH 

d. Untuk Kantong Plastik Sumpah yang bcrwarna 'bijou' bertuliskan 'Kertas' 
diperuntukkan bagi sernua jcnis kcrtas (putih, buram dan berwarna); 

c. Untuk Kantong Plastik Sampah yang bcrwarna 'hijau' bertuliskan 'Kalenq' 
diperuntukkan bagi sarnpah jcnis aluminium dan besi tipis seperti kaleng 
minuman dan kaleng susu: 

b. Untuk Kantong Plastik Sarnpah yang bcrwarna 'hijau' bertuliskan 'Plastik' 
diperuntukkan bagi sarnpah yang bcrjcnis plastik, seperti gelas dan botol 
air mineral, kantong plastik, durnar; 

(2) Jenis Kantong Plastik Sarnpah yang berwarna 'hijau' (Makassar'ta Tidak 
Rantasa) terdiri atas 4 [crnpat] jcnis kantong plastik yang dibedakan 
berdasarkan jenis sarnpahnya : 
a. Untuk Kantong Plastik Sarnpa h yang berwarna 'hijau' bertuliskan 'Organik' 

diperuntukkan bagi sarnpah 'yang mudah terurai dalam tanah dan bisa 
dikelola menjadi kornpos dcngan tcknologi komposter aerob dan 
pengelolaan sampah skala kawasan mclalui TPS 3R (Reuse, Reduce and 
Recycle). Adapun sarnpah tcrscbut antara lain, sampah dapur, sisa 
makanan dan daun-daunan. l<husus untuk sampah dapur dan makanan 
harus dikemas lerlcbih duhulu scbclurn dimasukkan kedalam kantong 
plastik berwarna 'hijau'; 

d. Untuk Kantong Plastik Sarn pah yang bcrwarna 'orange' bertuliskan 'Kertas' 
diperuntukkan bagi scmua jcnis kcrt.as (putih, buram dan berwarna); 

c. Untuk Kantong Plastik Sarnpah yang bcrwarna 'orange' bertuliskan 'Kaleng' 
diperuntukkan bagi sarnpah jcnis aluminium dan besi tipis seperti kaleng 
minuman, kaleng makanan dun kalcng susu; 

b. Untuk Kantong Pla stik Sampah yang bcrwarna 'orange' bertuliskan 'plastik' 
diperuntukkan bagi sarnpah yang bcrjcnis plastik, seperti gelas, botol air 
mineral, kantong plastik, darnar; 

(1) Jenis Kantong Plastik Sampah yang bcrwarna 'orange' (Sampah Tukar Beras) 
terdiri atas 4 (empat) jenis kantong plastik yang dibedakan berdasarkan jenis 
sampahnya: 
a. Untuk Kantong Plastik Sarnpah yang bcrwarna 'orange' bertuliskan 'orqanik:' 

diperuntukkan bagi sarnpah yang mudah terurai dalam tanah dan bisa 
dikelola menjadi kompos dcngan tcknologi komposter aerob dan pengelolaan 
sampah skala kawasan rnclalui TPS 3R (Reuse, Reduce and Recycle). 
Adapun sampah tersebut anrara lain, sampah dapur, sisa makanan dan 
daun-daunan. Khusus unt.uk sarnpah dapur dan makanan harus dikemas 
terlebih dahulu sebclum dirnasukkan kedalam kantong plastik berwarna 
'orange'; 

Pasal 4 
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(2) Camat melaporkan hasil pclaksunaan Pcnggunaan Kantong Plastik Sampah 
kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar secara 
berkala atau sewaktu-waktu a pahila dipcrlukan . 

(1} Dinas melakukan pcmbinaau , pcngcndalian Penggunaan Kantong Plastik 
Sampah secara berkala; 

Pasal 7 

BABV 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

(4) Kantong Plastik Sampah yang bcrwarna 'hijau' ini digunakan berulang kali dan 
apabila Kantong Plastik Sarnpa h tcrscbut sudah tidak layak pakai/rusak, 
maka akan ditukarkan dcngan Karu.ong Plastik Sampah yang baru sesuai 
persediaan. 

(3) Kantong plastik Sampah bcrwurna 'hljau ' yang sudah terisi penuh dan sudah 
terpilah dijemput oich pctugus kcbcraihan dcngan menggunakan armada Truk 
"TANGKASAK!' yang Lelah dilcngkapi wadah pcmilahan; 

(2) Penentuan jalur/jalan prot.okol dit.cntukan oleh Pemerintah kecamatan dan 
kelurahan; 

(1) Kantong Plastik Sampah yang bcrwarria 'hijau' akan dibagikan oleh Pihak 
Kelurahan kepada Masyarakat yang hcrrnukim di jalan Protokol; 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Kantong Plastik Sampah Berwarna Hijau 

(5) Kantong Plastik Sampah yang bcrwarria 'orange' ini digunakan berulang kali 
dan apabila Kantong Plastik Sarnpah tcrscbut suda.h tidak layak pakai/rusak, 
maka akan ditukarkan dcngan Kantorig Plastik Sampah yang baru sesuai 
persediaan. 

(4) Bagi petugas kebersihan yang mclak ukan penjemputan terhadap Kantong 
plastik sampah yang bcrwarna 'orange:' bcrtuliskan 'organik' diharapkan untuk 
tidak membuang langsung kc TPS/Tl>A; 

(3) Kantong plastik Sampah yang bcrwarna 'orange' bertuliskan 'orqanik: yang 
sudah terisi penuh dibawa langsung kc komposter aerob atau menunggu 
penjemputan dari petugas kcbcr sihun; 

(2) Kantong Plastik Sampah yang bcrwarria 'orange' bertuliskan 'Plastik', 'Kaleng' 
dan 'Kertas' yang sudah tcrisi pcnuh disctor langsung ke Bank Sampah Unit 
RW; 
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Oiundangkan di Maka ssar 
Pada tanggal 12 September 20 I~ 

Ditciapkan di Makassar 

Agar sctiap orang rncngctn huiu c1, 11w1 1<Tint:ihkan pcngundangan Pcraturan 
Walikota ini dcngan pcncmputunuv.: d d.1111 lkrit<J Dacrah Kota Makassar. 

Peraturan Walikola ini mulm l x-r ln k u 1 <1d.1 t<111ggnl ditctapkan. 

Pasal 9 

Slandar Opcrasional ProsC'dur (SC >I '1 pt·rHlrslribusian kantong plastik sampah 
mcnjadi lampiran yang tiduk tcr p1:-- hk rr da .rrn Pcraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

BAB VI 
KETFNTUAN PENUTUP 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN 
POMANTO

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN  2018 NOMOR 30

pada tanggal 12 September 2018


